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Palu, (20/11) Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Widodo AS
bersama sejumlah menteri lainnya rencananya akan berada di Poso pada tanggal 24 Nopember 2005 untuk melantik Satuan Tugas Khusus (Satgas) Penanganan untuk Poso. 

Meningkatnya eskalasi kekerasan di Poso memaksa pemerintahan Soesilo Bambang
Yudhoyono mengeluarkan Inpres. Paska pemenggalan kepala tiga siswi SMK di
Poso (29/10), Deputi IV Menkopolhukam, Demak Lubis mengatakan kalau Presiden
telah mengeluarkan instruksi nomor 14 tahun 2005 untuk pemulihan situasi di Poso. 

Informasi dari sumber di Pemda Poso menyebutkan, pelantikan ini akan dilakukan di lapangan sintuwu maroso Poso dalam sebuah upacara khusus. Bersama Menkopolhukam, beberapa menteri lainnya dipastikan akan hadir, diantaranya Menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaludin. 

Satuan tugas penanganan Poso ini langsung dibawah koordinasi Menkopolhukan sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 14 Tahun 2005. Informasi yang berhasil dihimpun, menyebutkan kalau Satgas ini nantinya akan diketuai oleh seorang perwira tinggi berpangkat Mayor Jenderal dari Polri dan seorang perwira TNI yang berpangkat Brigadir Jenderal. Unsur lainnya yang akan dilibatkan adalah dari Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Departemen lainnya yang berjumlah 20 orang.

Melihat komposisi dari Satgas Penanganan Poso ini memang lain dari satuan tugas yang pernah dibentuk sebelumnya di Poso. Operasi Sintuwu Maroso yang digelar dari tahun 2002 hingga tujuh kali perpanjangannya sampai tahun 2005. Awal Nopember lalu, akhirnya Polda Sulteng merubah sandi operasi dari Sintuwu Maroso menjadi Mutiara Manjili. 

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Brigjend.Pol. Oegroseno mengakui kalau evaluasi dan perubahan sandi operasi pemulihan keamanan di Poso dilakukan karena dirasakan belum makasimalnya koordinasi antar satuan yang di BKO-kan (TNI/Polri) selama ini. 

Jauh dari Pengungkapan Fakta

Deputi IV Menkopolhukam, Demak Lubis dalam satu kesempatan di Poso menyebutkan kalau Inpres Penanganan Poso ini tidak sama sekali mengakomodir usulan berbagai kalangan untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta Independen di Poso. 

Seperti diketahui, berbagai kalangan, termasuk para tokoh agama di Poso sudah mengusulkan pembentukan tim gabungan pencari fakta independent ini sejak bulan Juli 2005. Bahkan aliansi kemanusiaan Poso yang terdiri dari para pemuka agama dan masyarakat di Poso sengaja mendatangi Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla untuk mendukung usulan itu. Hal tersebut terungkap saat pertemuan antara Kapolri, Kepala BIN dan Deputi IV Menkopolkan dengan sejumlah tokoh agama di Poso, sehari setelah peristiwa mutilasi tiga siswi SMK Poso (29/10).  H. Adnan Arzal, Ketua Umum Forum Silaturahim Perjuangan Umat Islam (FSPUI) Poso yang juga salah satu penggagas berdirinya Aliansi Kemanusiaan Poso menyebutkan kalau pihaknya bersama Ketua Majelis Sinode GKST, Pdt. Rinaldy Damanik sudah berupaya dengan mengusulkan pembentukan TGPF ini. "kami menganggap TGPF ini penting untuk segera dibentuk di Poso untuk mengungkap fakta yang sebenar-benarnya terhadap rangkaian peristiwa di
Poso" ungkap Adnan.

Pembentukan TGPF untuk Poso ini memang dianggap mendesak, berbagai kalangan menilai peningkatan eskalasi kekerasan dan penebar terror di Poso sudah pada tingkat yang akut. Faktanya, peran aparat (TNI/Polri) juga sangat mungkin menghilangkan nyawa warga Poso. 

Seperti diketahui, TNI dari Batalyon 714 Sintuwu Maroso pernah berhasil menangkap lima orang yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan tiga siswi SMK Poso. Satu diantaranya adalah Joni Mowala, pensiunan Polisi Militer dari Korem 132 Tadulako yang sebelumnya bertugas di Kompi 711 Raksatama Palu. Alasan kurang cukup bukti, TNI membebaskan ke-lima orang tersebut.

Keterlibatan aparat TNI/Polri dalam berbagai tindak kekerasan di Poso bukan pertama kali. Pada tanggal 1 Juni 2005, empat petani asal desa Pandajaya Kecamatan Pamona Selatan ditangkap dan disiksa oleh aparat gabungan Polri yang dipimpin oleh Wakapolres Poso, Kompol Rickynaldo, Sik. Mereka di paksa mengaku sebagai pelaku pemboman di pasar tradisional tentena pada 28 Mei 2005. Demikian pula penembakan terhadap warga di Kelurahan Kayamanya pada 3 Februari 2005. Senjata lars panjang milik Bharada Jack Cuan,  Brimob BKO Polda Sultra memberondong seorang warga hingga tewas. 

Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia (LPSHAM)
Sulawesi Tengah mencatat tindak kekerasan dan pelanggaran HAM di Poso di tahun 2005 (Januari - 14 Nopember 2005) sejumlah 28 Kasus. Diantaranya 8 kasus pemboman, 6 kasus penembakan, 6 penemuan bom, 3 kasus penganiayaan, pembunuhan (mutilasi) 1 kasus, 1 kasus penangkapan sewenang-wenang disertai dengan penyiksaan dan 3 kasus lainnya adalah terror bagi kelompok tertentu.

Dari serangkaian kekerasan di tahun 2005, LPSHAM Sulawesi Tengah mencatat 30 
orang meninggal dunia dan 91 orang luka-luka. 7 (tujuh) orang yang meninggal akibat penembakan semuanya pada sasaran yang mematikan dibagian kepala, mata, dada, pelipis dan pipi. 

Dapat dipastikan, berlangsungnya kekerasan di Poso karena lemahnya pengungkapan kasus dan penegakan hukum bagi pelaku. Dari monitoring LPSHAM Sulawesi Tengah pada tahun 2005 di Poso terungkap hanya 16 kasus yang dilanjutkan penyilidikannya oleh Polisi, 1 kasus diantaranya dilanjutkan ke kejaksaan dan pengadilan dan 1 kasus sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Poso melalui pra peradilan.

Rasa aman di Poso sepertinya masih jauh dari harapan. Pelibatan warga Poso dalam pemulihan keamanan dan pembangunan paska konflik masih sebatas ide (symbol) pemerintah. Sedangkan kekerasan masih terus terjadi, bahkan upaya untuk meluaskan wilayah kekerasan itu sudah sampai ke Palu, ibu Kota Propinsi Sulawesi Tengah.
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